
 

BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN  

 Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Prosedur pelaksanaan perjanjian gadai di PT. Pegadaian Cabang 

Renteng Praya dimana  setiap calon nasabah yang ingin mendapatkan 

pinjaman, calon nasabah datang dengan membawa identitas yang 

masih berlaku dan membawa barang jaminan berupa benda berak yang 

ingin digadaikan. Kemudian Calon Nasabah mengisi Formulir 

Permintaan Kredit (FPK). Setelah itu menyerahkan barang jaminan ke 

petugas kemudian benda gadai ditaksir dengan penaksirannya 

berdasarkan karat, kualitas barang dan berat barang. Setelah dilakukan 

penaksiran kemudian menandatangani Surat Bukti Kredit (SBK). 

Kemudian setelah menandatangani Surat Bukti Kredit petugas 

pegadaian melakukan pemeriksaan dan memisahkan antara barang 

kantong dan barang gudang. Setelah itu PT. Pegadaian menentukan 

hak dan kewajiban masing-masing pihak .  

2. Tanggung jawab PT. Pegadaian atas hilang atau rusaknya objek 

jaminan gadai di PT. Pegadaian Cabang Renteng Praya. Selama 

penyimpanan barang jaminan tersebut banyak hal- hal yang 

menyebabkan barang jaminan mengalami kerusakan atau bahkan 

barang jaminan hilang. Maka petugas pegadaian wajib menyimpan 
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barang jaminan dengan baik dan berada dalam lingkungan pegadaian. 

petugas pegadaian memperhatikan kebersihan tempat penyimpanannya 

dan melakukan perawatan rutin membersihkan debu-debu minimal 

satu minggu sekali dan memanaskan mesin kendaraan bermotor. 

Selanjutnya petugas pegadaian melakukan pemeriksaan dan 

penghitungan benda gadai dengan cara mencocokkan benda yang ada 

di gudang. Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan objek jaminan 

gadai maka pihak pegadaian memberikan ganti rugi sebesar 125% dari 

taksiran. Apabila barang jaminan nasabah hilang atau rusak sebagian 

maka pihak pegadaian melakukan penaksiran ulang. Dan apabila 

barang jaminan nasabah hilang seutuhnya maka pihak pegadaian 

memilih untuk mebayar sebsar 125% dari niali taksiran 

B. SARAN 

  Berdasarkan hasil penelitian maka penulis memberikan masukan 

dan saran kepada pihak Pegadaian maupun Nasabah yaitu sebagai berikut : 

1. PT. Pegadaian 

 PT. Pegadaian harus lebih berhati-hati lagi dalam melakukan 

penaksiran dan pemeliharaan lainnya terhadap benda gadai agar tidak 

terjadi kerusakan yang menyebabkan nasabah mengalami kerugian, PT. 

Pegadaian juga harus lebih teliti lagi jangan sampai benda gadai milik 

nasabah tertukar dengan benda gadai milik nasabah lainnya lagi pada 

saat pengambilan benda gadai dan harus tetap memberikan ganti rugi 

walaupun kehilangan atau kerusakan benda gadai disebabkan oleh 
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petugas karena bagaimanapun juga Petugas Pegadaian bertindak atas 

nama PT. Pegadaian. 

2. Nasabah  

 Nasabah harus memberanikan diri menuntut ganti rugi apabila 

benda gadai mengalami kehilangan atau kerusakan yang menyebabkan 

nasabah mengalami kerugian dalam melakukan gadai haruslah 

membawa benda yang akan digadai dengan membawa barang yang asli 

bukan barang palsu dan harus dilengkapi dengan persyaratan 

administrasi. 
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